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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang 

bersyarat dalam akad qard} di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, skripsi ini merupakan 

hasil dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab beberapa dari 

pertanyaan yaitu: pertama, bagaimana praktik hutang piutang bersyarat dalam 

akad qard} di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang 

Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap praktik hutang piutang dalam akad al-qard} bersyarat di desa 

Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 

Provinsi Sumatera Utara. 

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan objek penelitian lapangan 

dan menggunakan penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang 

ada di atas, penelitian ini dibahas dalam sudut pandang teori hutang piutang 

bersyarat dan hukum Islam dalam akad qard}, kemudian pengumpulan datanya 

dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak pemberi hutang (al-
muqrid}) dan penerima hutang (muqtarid}) serta didukung dengan dokumen yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif dan pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang yang ada di 

desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 

Provinsi Sumatera Utara ialah hutang piutang bersyarat. karena pada saat 

pengepul memberikan hutang uang kepada petani sawit maka akan ada syarat 

yang berlaku yaitu petani sawit harus beralih menjual hasil panen buah sawitnya 

dari pengepul lain ke pengepul yang memberikan hutang tersebut. Dan penjualan 

sawit perkilogramnya lebih murah dari pada harga sawit pasaran normalnya, 

syarat ini berlaku sampai pengepul membayar lunas hutang piutangnya kepada 

pengepul. Syarat yang digunakan oleh pengepul ini  menggunakan sistem hutang 

piutang bersyarat yang melanggar kaidah Islam karena mencari manfaat dalam 

hutang piutang bukan dengan menggunakan akad tabarru‟ yaitu dengan saling 

tolong menolong. Dan syarat dalam hutang piutang ini masuk kedalam salah satu 

dari berbagai macam riba yaitu riba qard}. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi para pengepul hendaknya 

tidak memberikan syarat kepada petani sawit dalam hutang piutang, karena itu 

melanggar kaidah Islam yang ada dan juga membebankan kepada pihak petani 

sawit sebagai muqtarid}.  Meskipun pemilik lahan menyutujuinya, akan tetapi akad 

utang piutang tersebut termasuk berunsur riba yang tidak diperbolehkan dalam 

Islam. Sebaiknya bagi yang melakukan akad hutang piutang tersebut hendaknya 

akadnya diperjelas dan tidak berunsur ribawi untuk kepentingan diri sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya dunia perdagangan, semakin banyak pula 

inovasi-inovasi antar pedagang untuk bisa mengupayakan barang 

dagangannya agar segera laku dan berkembang. Semuanya tidak terlepas pula 

dari kegiatan hutang piutang (al-qard}}), karena pada dasarnya tabiat manusia 

yang hidup sosial tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan manusia lain 

sehingga kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari apalagi  pedagang sering 

membutuhkan dana lebih agar perputaran perdagangannya dalam bruto yang  

segera  berkembang besar.  

Muhammad yazid mengutip dari buku Ahmad wardi muslieh bahwa qard}} 

dalam arti bahasa berasal dari kata qarad}a yang sinonimnya qat}ha’a yang 

berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang 

memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang 

menerima hutang (al-muqt}arid}}).1 

Dalam pengertian istilah, qard} didefinisikan oleh Hanafiah sebagai 

berikut: “qard} adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari ma>l ai-

mithli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan 

yang lain. Qard} adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan 

harta (ma>l ai-

                                                           
1
Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 70. 
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mithli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti 

yang diterimanya.” 

Qard} adalah si pemberi hutang mencari celah untuk mendapat 

keuntungan  dari seseorang yang hendak berhutang kepadanya dengan 

meminta imbalan jasa atas kesediaannya untuk meminjamkan. Padahal 

sebenarnya menurut buku riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah 

memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (al-tabarru‟), sedangkan 

meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (al-mu’awwad}ah). Jadi, transaksi 

yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah 

menjadi transaksi bermotif bisnis.
2 

Muhammad yazid mengutip dari Mul irawan bahwa para ulama memiliki 

pendapat yang berbeda-beda terhadap hutang-piutang (qard}) yang 

mendapatkan keuntungan, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Mazhab 

Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa qard} yang 

mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut 

disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan 

merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga 

hukum hadiah bagi al-muqrid}}. Jika ada dalam persyaratan maka 

dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.  

Kedua, Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan 

mengambil manfaat dari harta al-muqtarid}}, seperti menaiki untanya dan 

makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan 

                                                           
2Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis 
Fikih & Ekonomi  (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 7. 
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dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari al-muqtarid} diharamkan bagi 

pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang atau 

sebagainya. 

 Ketiga, Mazhab Syafi’i dan Hanabilah berpendapat bahwa qard} yang 

mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu 

dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan 

syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan 

lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.3 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, akad-akad qard} 

dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan. Pertama, tidak mendatangkan 

keuntungan. Si pemberi hutang (al-muqrid}) tidak boleh mengambil manfaat 

dan memberi syarat dari si penerima hutang (al-muqtarid}), para ulama telah 

bersepakat untuk tidak memperbolehkan mengambil manfaat dalam akad 

qard} melainkan murni hanya untuk tolong-menolong dalam kebaikan karena 

ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika 

untuk al-muqtarid}, maka diperbolehkan. Kedua, tidak dibarengi dengan 

transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.  

Adapun hadiah dari pihak al-muqtarid}, jumhur ulama membolehkan jika 

sebelumnya bukan merupakan kesepakatan karena hutang melainkan 

pemberian hadiah. sebagaimana tercermin dari ayat al-qur’an dan hadis-hadis 

nabi sebagai berikut: 

                                                           
3
Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73-74. 
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ۚ   وَاللَّوُ  يَ قْبِضُ   مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّوَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَوُ لَوُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً 
 وَيَ بْسُطُ  وَإِليَْوِ  تُ رْجَعُ ونَ 

    “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah 

akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 

dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S. al-Baqarah :245).4 
 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang beragama islam 

melakukan praktik hutang-piutang untuk berbagai hal dalam rangka 

pencaharian, perdagangan dan keperluan pribadi mereka yang tidak sejalan 

dengan ketentuan menurut syariat Islam. Masalah  ini dapat disaksikan pada 

masyarakat di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. 

Hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Simangambat Julu 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera 

Utara adalah hutang-piutang bersyarat. Praktik hutang-piutang bersyarat 

tersebut dilakukan karena problem yang sering terjadi adalah ketika petani 

sawit hendak mengembangkan usaha perkebunannya dengan cara berhutang 

kepada pengepul sawit langganannya atau pengepul sawit lainnya.  

Si pengepul memberikan uang yang dibutuhkan oleh petani sawit tapi 

selalu memberikan syarat dengan ketika panen hasil sawitnya dialihkan untuk 

dijual kepada pengepul yang memberikan hutang piutang tersebut dengan 

harga dibawah standar dari biasanya sampai uang yang dihutangkan terbayar 

lunas. Praktik hutang-piutang semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya  (Semarang: Raja Publishing, 2011), 39. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
 

 
 

masyarakat di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Upaya itu dilakukan demi 

mengembangkan perkebunan sawit tersebut. 

Ir. Adiwarman mengutip dari buku Rafiq yunus al-Mashri bahwa 

menurut Islam akad qard} masuk dalam kategori tabarru‟ yaitu tolong 

menolong sehingga dalam penerapannya tidak boleh mengambil manfaat 

sedikitpun. Apabila mengambil manfaat maka masuk ke riba jahiliyah atau 

riba qard}. karena telah melanggar asas sebagai berikut: 

 ربا كل قرض جر نفعا فهو
 ”Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat itu termasuk 

riba.”
5
 

 وكل قرض شرط فيو أن يزيده، فهو حرام، بغيرخلاف
“Setiap hutang piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu 

adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan diantara para ulama.”
6
 

 لايحل سلف وبيع
“tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari 

keuntungan). “(H.R. Khomtsah).
7
 

 

              Ibnu Mundzir berpendapat bahwa “ para ulama sepakat bahwa jika orang 

yang memberikan hutang mensyaratkan terhadap orang yang berhutang agar 

tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka 

pengambilan tambahan tersebut adalah riba.” Karena yang namanya hutang 

piutang adalah bentuk tolong-menolong dan berbuat baik. Jika dipersyaratkan 

                                                           
5
Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba Gharar dan  Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis 

Fikih & Ekonomi (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11. 
6
 Muwafiquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Al Mughni, jus 9, 104. 

7
 Asy Syaukani, Nailul Authar, Hadist 2224, Juz V, 213. 
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adanya tambahan atau hadiah ketika pengembalian utang, maka itu sudah 

keluar dari tujuan utama mengutangi (yaitu untuk tolong menolong).
8
 

Praktik  yang selama ini diterapkan oleh warga desa Simangambat Julu 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera 

Utara dalam hutang-piutang berbeda dengan syariat Islam. Maka berdasarkan 

latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang-piutang 

Bersyarat dalam Akad al-Qard}  di desa Simangambat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera 

Utara” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka masalah-masalah 

yang dapat diidentifikasikan yaitu:  

1. Kebiasaan masyarakat desa Simangabat Julu Kecamatan Simangambat 

kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dalam praktik 

hutang piutang. 

2. Cara masyarakat desa Simangabat Julu Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 

mengembangkan usaha perkebunan sawit yang mereka miliki. 

3. Kebiasaan kerja sama masyarakat desa Simangabat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 

dengan pengepul sawit.  

                                                           
8
 Abu Ishaq Ibrahim asy Syiraziy, Al Muhadzdzab, Jus 2, 81. 
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4. Sistem borongan pengepul sawit di desa Simangabat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. 

5.  Praktik hutang piutang bersyarat dalam akad qard} di desa Simangabat 

Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi 

Sumatera Utara. 

6. Analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam akad qard} 

bersyarat di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis akan memberikan suatu 

pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok bahasan masalah 

sehingga penulis membatasi pada: 

1. Praktik hutang piutang bersyarat dalam akad qard} di desa Simangabat 

Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam akad qard} 

bersyarat di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. 

C. Rumusan Masalah 

Agar mudah dicari jawabannya, maka dirumuskan dengan bahasa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Praktik hutang piutang bersyarat dalam akad al-qard} di desa 

Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas 

Utara Provinsi Sumatera Utara? 
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2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam 

akad al-qard} bersyarat di desa Simangambat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti melalui penelitian yang telah dilakukan. Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian antara lain : 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana praktik hutang-piutang 

bersyarat dalam akad al-qard} di desa Simangambat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. 

2. Mengetahui dan mendefinisikan bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap praktik hutang-piutang dalam akad al-qard} bersyarat di desa 

Simangambat julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas 

Utara Provinsi Sumatera Utara. 

 

E. Kajian Pustaka 

       Praktik hutang piutang adalah lumrah terjadi di masyarakat, bukanlah hal 

baru lagi yang harus dikaji. Akan tetapi, terdapat problematika yang sering 

terjadi di dalam akad al-qard} itu sendiri. Yaitu persyaratan penambahan 

pengembalian harta yang dipinjam (bonus/bunga, red) Sebelumnya telah 

banyak buku-buku dan literature yang membahas tentang utang piutang, 

diantaranya: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi Tahun 2014 yang berjudul 
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“mengelola utang dalam perspektif Islam” hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa utang adalah muamalah yang dibolehkan dalam 

Islam. Utang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk 

tolong menolong sesama manusia. Namun utang juga dapat membawa 

seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan 

baik. Oleh karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan 

petunjuk- petunjuk Islam baik yang bertuang dalam al-Quran maupun 

dalam al-hadits sehingga kegiatan utang piutang dapat membawa 

keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.
9
 

2. Skripsi Eni Dwi Astuti Tahun 2014 dengan judul “ Ziyadah dalam utang 

piutang (studi kasus utang piutang di desa Kenteng Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan) skripsi ini membahas tentang utang piutang 

dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan. Praktik  

dengan cara seseorang berutang kepada orang lain, dalam hal ini adalah 

orang yang dianggap terkaya di desa itu atau dari tabungan tahunan ibu-

ibu arisan di desa tersebut. Untuk memberikan utang sesuai kebutuhan si 

pengutang. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus 

mengembalikan yang tersebut beserta tambahan atau anaknya sesuai 

dengan perjanjian diawal dan didasarkan atas  keridhoan kedua belah 

pihak. Dalam hutang ini, tabungan atau anaknya sesuai dengan perjanjian 

diawal dan didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak. Dalam hutang 

ini, tabungan atau anakannya bervariasai antara kreditur yang satu 

                                                           
9
Ady Cahyadi, Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam, Jurnal, vol 4/ No 1/ April/ 2014, 67. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
 

 
 

dengan kreditur yang lainnya, yaitu antara 3% sampai 10%. Dengan 

jangka waktu pengembaliannya bervariasi pada yaitu antara jangka satu 

tahun dengan semampunya pihak pengutang dapat melunasi tanggungan 

tersebut dan pelunasan dapat dicicil sebulan sekali.
10

 

3. Skripsi Amelia Andriyani Mahasiswa Jurusan Muamalah, UIN Raden 

Intan Lampung, Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”. Fokus skripsi ini 

membahas tentang bagaimana praktek qardul hasan atau hutang piutang 

bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya. 

Kesimpulan berdasarkan hasil dari skripsi ini yaitu hutang piutang yang 

terjadi  melibatkan kreditur dan debitur. Berdasarkan tokoh agama dan 

masyarakat mengatakan bahwa hutang piutang yang terjadi di desa ini 

tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi tradisi 

yang baik dan menguntungkan bagi kreditur dan debitur.
11

 

4. Skripsi Noor Makhmudiyah Mahasiswa Jurusan Muamalah, IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, Tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang- Piutang 

Bersyarat di desa Mengare Watuagung bungah Gresik”. Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan 

tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare 

Watuagung Bungah Gresik. Kesimpulan dari judul tersebut adalah bahwa 

                                                           
10

 Eni Dwi Astuti, “Ziyadah dalam utang piutang (studi kasus utang piutang Di Desa Kenteng 
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”  (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2010). 
11

 Amelia Indriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat” 
(Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2014). 
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praktik utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung 

Bungah Gresik melibatkan kreditur sebagai orang yang memberi utang 

kepada debitur dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus 

mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. 

Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang 

diminta oleh debitur dengan didasari sikap saling percaya. Para tokoh 

agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang baik 

dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur maupun debitur 

guna memenuhi suatu kebutuhan atau hajat hidupnya.
12

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

       Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan ke depannya agar 

dilakukan praktiknya sesuai dengan teori yang saling berkesinambungan dan 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun kegunaan pembahasan 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang larangan dalam perbuatan 

praktik hutang-piutang bersyarat sebagaimana yang telah tercantum dalam 

hukum Islam sehingga bisa dijadikan sebagai informasi bagi setiap 

pembaca dalam memahami akad qard}.  

                                                           
12 Noor Mukhamadiyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama terhadap 

Transaksi Utang piutang Bersyarat Desa Mangare Watuagung Bungah gresik” (Skripsi—IAIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2010). 
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2. Diharapkan skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada 

masyarakat untuk dijadikan sebagai metode praktik hutang-piutang yang 

harus diubah dari sebelumnya. 

 

G. Defenisi Operasional 

       Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Hukum 

Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat dalam akad al-qard} di desa 

simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 

Provinsi Sumatera Utara, maka perlu untuk menjelaskan secara operasional 

agar terjalin kesepahaman dalam memahami judul skripsi sebagai berikut: 

Hukum Islam : Segala ketentuan atau peraturan hukum yang 

bersumber dari al-Qur’an, hadist dan pendapat 

ulama tentang hutang piutang bersyarat.
13

 

Hutang Piutang 

Bersyarat 

: Hutang piutang yang mana orang pemberi 

hutang meminta imbalan dengan mensyaratkan 

kepada peminjam unuk keuntungan pribadi 

pemberi hutang dan memberatkan jaminan 

kepada peminjam. 

Akad Qard} : Akad tabarru‟ untuk tolong-menolong orang 

lain tanpa harus membebaninya dengan syarat, 

akan tetapi bisa terjadi syarat asalkan memiliki 

kesepakatan antara kedua belah pihak. 

 
                                                           
13

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. V. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

       Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, 

yaitu penelitian langsung ke masyarakat.
14

 

Penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui fakta-fakta 

yang ada. Maka yang menjadi objek penelitian penulis adalah praktik 

hutang piutang bersyarat dalam akad qard} di desa Simangambat Julu 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Data dan Sumber data  

a. Data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder 

1) Data primer adalah data yang diambil sumber data primer atau 

sumber pertama di lapangan yaitu data tentang praktik hutang 

piutang bersyarat di desa Simangambat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera 

Utara, data tentang adanya persyaratan di kegiatan hutang piutang 

dalam hukum Islam dan tentang penurunan harga jual buah sawit 

dari harga normal pasarannya yang ada di desa Simangambat Julu. 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dalam 

hal ini penulis menggunakan beberapa data sekunder antara lain 

lokasi kelapa sawit, karya tulis ilmiah, jumlah rata-rata biaya yang 

                                                           
14

 Abuzar Asra dkk, Metode Penelitian Survei (Bogor: IN Media, 2014), 15. 
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dikeluarkan petani sawit di setiap hektar dalam penanamannya yang 

ada di desa Simangambat Julu. 

b. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber  

data ada 2 yakni: sumber primer dan sumber sekunder. 

1) Sumber primer adalah sumber utama yang diperoleh secara 

langsung dengan mengalami, melihat dan melakukan dengan cara 

penelitian di lapangan.
15

 Sumber primer yang digunakan pada 

penelitian ini diambil dari informasi pengambilan data secara 

langsung dari al-muqrid} (pemberi hutang) dan al-muqtarid} 

(penerima hutang) sebagai pelaku hutang piutang bersyarat di desa 

Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang 

Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. 

2) Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak didapatkan 

secara langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder dapat 

berupa buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para pakar yang 

mendukung tema pembahasan atau dari hasil karya ilmiah. Dalam 

hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks 

pendukung yang memberikan informasi mengenai qard}, serta 

menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini, 

diantarnya: 

 

 

                                                           
15

 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata 
Publishing, 2013), 58. 
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a) Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam, 2014. 

b) Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba Gharar Dan 

Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, 2015. 

c) H. E. Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh 

Kontemporer, 2008. 

d) Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Maqashid Bisnis & 

Keuangan Islam, 2016. 

e) DR. Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, 2013. 

f) Muhammad Ghufron, Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi 

dan Bisnis Islam, 2014. 

g) Bambang Subandi, Etika Bisnis Islam, 2014. 

h) Asy Syaukani, Nailul Authfar, Hadist 2224, Juz V. 

i) Boedi Abdullah & Beni Ahmad, Metode Penelitian Ekonomi 

Islam, 2014. 

j) Ahmad Wardi, Fiqih Muamalat, 2010. 

 

3. Metode   pengumpulan  data 

a. Observasi  

Pengumpulan data dengan observasi adalah teknik pengumpulan data 

dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.
16 

Yaitu 

dengan mengamati proses bagaimana praktik hutang piutang bersyarat 

yang ada di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. 

                                                           
16

 Nazar Bakry, Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian  (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 44. 
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b. Wawancara 

Dilakukannya wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang 

dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai 

dengan pedoman wawancara.
17

 Teknik ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan 

terlibat langsung dengan penerapan praktik hutang piutang beryarat 

di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara ada 5 orang yaitu si 

pemilik sawit 2, pengepul 1 dan warga 2 orang. 

 

4. Teknik mengelola data 

a. Editing data 

Yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih 

dan menyeleksi data dari berbagai segi, meliputi kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan lainnya, keaslian, kejelasan, serta 

relevansinya dengan permasalahan. Pada tahap ini penulis 

memeriksa kembali hasil wawancara yang telah dilakukan pada 

tanggal 8 sampai dengan 11 juni 2019 dan tanggal 17 sampai dengan 

18 desember 2019 yang kemudian dicocokkan dengan data-data 

yang guna untuk memastikan keabsahan data tersebut. 

b. Organizing data 

Mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa sehingga 

dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan perumusan 

                                                           
17

 Burhan bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 155. 
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masalah, serta pengelompokan data yang diperoleh.
18 

 Dengan teknik 

ini penulis diharap dapat mendapat gambaran tentang analisis hukum 

Islam terhadap hutang piutang bersyarat di desa Simangambat Julu. 

c. Analizyng 

Analyzing yakni memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing 

dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian. 

Dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga 

diperoleh kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik 

hutang piutang bersyarat di desa Simangambat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra 

Utara. 

 

5. Teknik analisis data  

       Data-data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan 

dianalisis secara kualitatif. Yaitu menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati dengan metode yang telah ditemukan. 

a.    Analisis yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan 

                                                           
18

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 154. 
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mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Pola pikir deduktif yaitu cara pengertian-pengertian atau fakta-fakta 

yang bersifat umum tentang akad qard} yang bersyarat antara 

pemilik kebun dengan pengepul dalam tinjauan hukum Islam. 

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam 

terhadap akad tersebut karena pembahasan khusus.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi dalam lima bab yang 

sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini 

sebagaimana diuraikan dalam rangkaian berikut 

       Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

       Bab II, berisi tentang landasan teori al-qard} menurut analisis hukum 

Islam, meliputi : Pengertian al-qard}, dasar hukum al-qard}, rukun dan syarat 

al-qard}, macam-macam al-qard}, hal-hal yang merusak akad al-qard}, 

konsep al-qard} bersyarat. 

       Bab III, bab ini berisi tentang data objektif mengenai objek penelitian, 

yaitu : profil desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara, profil pertanian di desa 

Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara 
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Provinsi Sumatera Utara, kegiatan jual beli sawit antara petani sawit dengan 

pengepul sawit, syarat-syarat tercapainya hutang piutang antara petani sawit 

dengan pengepul sawit.  

       Bab IV, bab ini berisi tentang analisis praktik hutang-piutang bersyarat 

yang ada di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten 

Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dan analisis hukum Islam 

tentang hutang piutang bersyarat di desa Simangambat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. 

       Bab V, pada bab ini berisi tentang penutup serta kesimpulan mengenai 

persolan-persoalan beserta sarannya 
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BAB II 

KONSEP HUTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM 

A. Hutang Piutang Dalam Islam 

1. Pengertian 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang 

yang   dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.
19

 

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah al-qard}, 

yang menurut bahasa berarti (potongan). Menurut Imam Syafi'i, hutang-

piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti 

istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan 

iqrad} atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, 

dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama). 

Muhammad yazid mengutip dari buku Ahmad wardi muslich qard} dalam 

arti bahasa berasal dari kata: qarad}a yang sinonimnya: qat}ha'a artinya 

memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang 

memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang 

menerima utang (muqtarid}).20
 Sayıd Sabiq memberikan definisi tentang qard} 

sebagai berikut.  

لو إليو عند قدرتو عليوالقرض ىو المال الذي يعطيو المقرض للمقترض ليرد مث

                                                           
19

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1998), 689. 
20 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 70 
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“Al-qard} adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid}) 
kepada penerima hutang (muqtarid}) untuk kemudian dikembalikan 

kepadanya (muqrid}) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu 

membayarnya.”
21 

       Drs. H. Ahmad Wardi mengutip dari buku Wahbah Zuhaili bahwa qard} 

atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena 

qard} merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Qard}  

juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama, seperti 

dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa qard} (utang piutang) adalah 

jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam al-Qarafi menyebutkan tiga perbedan 

antara qard} dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai 

berikut.
22

 

1. Berlaku kaidah riba, apabila qard} itu dalam harta atau barang-barang yang 

termasuk kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang-barang ditakar) dan 

mauzunat (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan qaul 

yang shahih dari Hanabilah, mata uang (nuqud) atau makanan pokok 

menurut Malikiyah, dan mata uang (nuqud) atau makanan menurut 

Syafi'iyah. 

2. Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan 

barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila qard} (utang piutang) itu di 

dalam ma>l ghayr mithli, seperti binatang. 

                                                           
21

 Drs.  H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 273. 
22

 Ibid. 
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3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila 

qard} (utang piutang) di dalam ma>l mithli. 

Secara umum, makna qard} mirip dengan jual beli atau (bay‟) karena Ia 

merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta.
23

  Ia pun 

termasuk jenis akad salaf   (tukar-menukar uang).
24

 Para ulama mengatakan 

bahwa qard} adalah jual beli itu sendiri. lain halnya dengan Imam al-Qurafi 

yang membedakan qard} dari jual beli dalam 3 prinsip syariah. 

1. Prinsip riba,  yaitu apabila transaksi qard}  berlangsung dalam komoditi 

ribawi, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang menurut Hanafiah 

dan hanabilah (dalam salah satu pendapatnya yang paling sahih), atau 

naqdain (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau 

nilai dan makanan menurut Syafi'iyah. 

2. Prinsip muzabanah, yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang 

belum jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila qard} terjadi pada komoditi 

bukan mithliyat seperti hewan dan sebagainya. 

3. Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang, yaitu apabila 

qard} berlangsung pada komoditi mithliyat. 

Definisi qard}  secara bahasa berarti al-qat}h’  harta yang diberikan kepada 

orang yang meminjam (debitur) disebut qard}, karena merupakan “potongan” 

dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) ini termasuk 

                                                           
23

 Abi Bakr Ibn Mas’ud Kasani al-Hanafi, Badaa’i al-Shana’ih fi Tartib al-Syara’i (Dar Al Fikr, 1996), 
vol VII, 215. 
24

 Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, vol IV, 313. 
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penggunaan Isim masdar  untuk menggantikan Ism maf'ul. Terkadang 

dinamakan sebagai salaf  juga. 

       Secara istilah, menurut hanafiah qard} adalah harta yang memiliki 

kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali.  Atau dengan kata 

lain,  suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang 

memiliki kesepadanan pada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan 

dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qard} sebagai bentuk 

pemberian harta dari seorang (kreditur)  kepada orang lain (debitur) dengan 

ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur),  yang sama 

dengan harta yang diambil,  dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang 

diberi saja.  Harta tersebut mencakup harta  mithliyat,  hewan dan barang 

dagangan.
25

 

Dari definisi – definisi yang telah penulis sampaikan di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa qard} adalah suatu akad antara dua belah pihak, di 

mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk 

dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan 

sama seperti yang diterima dari pihak pertama. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat ulama’ Syafi'iyah:
26

 

 الشافعية قالوا : القرض يطلق شرعا بمعني الشيء المقرض
“Syafi’iyah berpendapat bahwa qard} dalam istilah syara' diartikan dengan 

sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus 

dikembalikan).” 

                                                           
25

 Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, vol V, penerjemah, Abdul Hayyie 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 373. 
26

 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 274. 
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Selain itu, dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dimengerti 

bahwa qard} juga dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua belah 

pihak. Jadi, dalam hal ini qard} diartikan sebagai perbuatan memberikan 

(sementara) sesuatu baik berupa barang atau uang kepada pihak lain yang 

nanti harus dikembalikan sesuai kadar seperti semula dipinjamkan, tanpa 

diseratai adanya sesuatu yang disyaratkan kepada pihak lain agar 

melebihkannya. Karena jika disyaratkan demikian, maka akad qard} yang 

dilangsungkan bukanlah berunsur baik, tapi menjadi riba karena adanya 

keharusan mengembalikan lebih dari kadar yang semula dipinjam.
27

 

2.  Hukum Qard} 

       Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard} baru berlaku dan 

mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang 

meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut 

menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang 

sama (mithli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu 

Yusuf muqtarid} tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya apabila 

barang tersebut masih ada. 

Menurut Malikiyah, qard}  hukumnya sama dengan hibah, s}adaqah dan 

'ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadiya akad (ijab qabul), 

walaupun muqtarid} belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtarid} 

boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh 

pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mithli atau ghayr 

                                                           
27

 Ibid. 
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mithli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang.  

Apabila barang telah berubah maka muqtarid} wajib mengembalikan barang 

yang sama. 

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, 

kepemilikan dalam qard} berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya 

menurut Syafi'iyah, muqtarid} mengembalikan barang yang sama kalau 

barangnya ma>l mithli. Apabila barangnya ma>l qimi maka ia 

mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang 

dipinjamnya.  Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi 

berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya 

enam masuk tujuh tahun.  

Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (makilat) dan 

ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan 

dengan barang yang sama, Sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan 

mauzunat, ada dua pendapat.  

a. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat 

berutang.  

b. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya 

mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.
28

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 280. 
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3. Dasar Hukum Qard} 

      Dasar disyariatkannya qard} adalah al-Qur’an, hadis dan ijma’ 

a.  Dalil al-Qur’an adalah firman Allah dalam (Q.S. al-Baqarah : 245) 

وَاللَّوُ يَ قْبِضُ  ۚ  مَّن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّوَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَوُ لَوُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً 
 وَيَ بْسُطُ وَإِليَْوِ تُ رْجَعُونَ 

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah 

akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak.” 

       Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT 

menyerupakan amal saleh dan memberi infak fi sabilillah dengan harta 

yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat 

ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman 

(utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk 

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan 

sesuatu agar mendapat gantinya. Dalil ijma’ adalah bahwa semua kaum 

muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.
29

 

 

4. Rukun dan Syarat Qard} 

       Seperti halnya jual beli, rukun qard} juga diperselisihkan oleh para fuqaha. 

Menurut Hanafiah, rukun qard} adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut 

jumhur ulama fuqaha. rukun qard} adalah aqid (muqrid} dan muqtarid}), ma 'qud 

„alaih (uang atau barang), dan s}ighat (ijab dan qabul).
30

 

                                                           
29

 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 333. 
30

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 71. 
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a. Aqid 

       Untuk aqid baik muqrid} maupun muqarid} disyaratkan harus orang 

yang dibolehkan melakukan tas}arruf atau memiliki ahliyatul 'ada. Oleh 

karena itu, qard} tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah 

umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqrid}, 

antara lain: 

1) Aliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru‟. 

2) Mukhtar (memiliki pilihan). 

       Sedangkan untuk muqtarid} disyaratkan harus memiliki ahliyah atau 

kecakapan untuk melakukan mu‟amalat, seperti baligh, berakal, dan tidak 

mahjur „alaih. 

b. Ma 'qud „Alaih 

       Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan 

Hanabilah, yang menjadi objek dalam al-qard} sama dengan objek akad 

salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang 

(mauzunat). maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya 

di pasaran). seperti hewan, barang-barang dagangan. dan barang yang 

dihitung. Atau dengan perkataan lain. setiap barang yang dijadikan objek 

jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qard}. 

       Hanafiah mengemukakan bahwa ma‟qud 'alaih hukumnya sah dalam 

ma>l mithli. Namun, barang-barang qimiyat seperti hewan, tidak boleh 
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dijadikan objek qard} karena sulit mengembalikan dengan barang yang 

sama. 

c. S}ighat (ijab dan qabul)  

       S}ighat  ijab bisa dengan menggunakan lafal qard} (utang atau pinjam) 

dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. 

Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda 

harus mengembalikan kepada saya penggantinya." Penggunaan kata milik 

disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang 

yang harus dibayar.
31

 

 

5. Pendapat Para Ulama’ Tentang Ketentuan Qard} 

       Beberapa ulama' berpendapat tentang akad al-qard} yang diperbolehkan 

menurut syariat Islam, diantaranya sebagai berikut: 

a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam s}adaqah dan 

„ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi qard} atas 

harta. Muqtarid} diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah 

dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. 

Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami 

perubahan, bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus 

mengembalikan harta yang semisalnya.  

b. Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling s}ahih dan mazhab Hambali 

berpendapat, hak milik dalam qard} berlangsung dengan qard}.  Menurut 

                                                           
31

 Ibid., 72. 
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Syafi'i muqtarid} mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang 

dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih 

dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki 

nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal. 

c. Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang 

adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan 

di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek qard} bukan harta yang 

ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya 

pada saat terjadi qard}, atau harus dikembalikan semisalnya dengan 

kesamaan sifat yang mungkin.
32

 

       Sedangkan dalam hal al-qard} yang mendatangkan keuntungan, para 

ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa 

qard} yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan 

tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan 

bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu 

juga hukum hadiah bagi muqrid}. Jika ada dalam persyaratan maka 

dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.  

b.  Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil 

manfaat dari harta muqtarid}, seperti menaiki untanya dan makan di 

rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan 

                                                           
32

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73. 
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semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh diharamkan bagi pemilik 

harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya. 

c.  Mazhab Syafi'I dan Hanabilah berpendapat bahwa qard} yang 

mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan 

seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau 

dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau 

dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang 

bersama jual beli.
33

 

 Dari sini dapat disimpulkan bahwa akad al-qard} dapat dilakukan dengan 

memenuhi 2 ketentuan yaitu: 

1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk muqrid}, 

maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena 

ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika 

untuk muqtarid}, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, 

tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan 

pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".  

2) Tidak dibarengi dengan transaksi lain. Seperti jual beli dan lainnya. 

Adapun hadiah dari pihak muqtarid}, maka menurut Malikiah tidak boleh 

diterima oleh muqrid} karena mengarah pada tambashan atas pengunduran, 

Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan 

kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara muqrid} dan 

                                                           
33

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74. 
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muqtarid} ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan 

karena hutang tersebut.
34

 

 

6. Qard}  Bersyarat 

       Hutang piutang bersyarat menurut kesimpulan penulis, pada dasarnya 

hukum hutang piutang boleh dalam syariat Islam. Karena pada dasarnya 

manusia ialah mahkluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. 

Tak luput pula dalam aktivitas sehari-hari, setiap orang selalu 

bertransaksi secara tunai maupun berhutang. Hutang piutang sangatlah 

dianjurkan didalam hukum islam karena dapat membantu meringankan beban 

orang lain. Akan tetapi  problematika yang sering terjadi di masyarakat, setiap 

orang yang memberikan pinjaman (muqrid}) selalu memberikan syarat tertentu 

yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, seakan tak ingin melewatkan 

keadaan dengan mencari keuntungan untuk diri sendiri tanpa memIkirkan jika 

syarat tersebut cukup membebankan pihak penerima hutang (muqtarid}). 

Di dalam Islam akad hutang piutang yang boleh disyaratkan hanyalah 

waktu untuk pembayaran bukan syarat melebihkan saat pengembalian atau 

syarat dengan mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang tersebut, 

karena syarat yang seperti itu jelas mengandung unsur ribawi. 
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B. Akad 

1. Pengertian Akad 

       Salah satu prinsip muamalah adalah 'an taradhin atau asas kerelaan atau 

konsensualisme para pihak yang melakukan akad. Asas konsensualisme 

menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk 

menyatakan keinginannya (will) dalam mengadakan transaksi.  

Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan 

pernyataan kehendak penawaran (ijab) dan pernyataan kehendak penerimaan 

(qabul). Dalam KUHPerdata, asas konsensualisme dinyatakan dalam Pasal 

1320, yang menyatakan bahwa: "Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu 

dipenuhi empat syarat diantaranya ialah kesepakatan mereka yang 

mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok 

persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.” Kerelaan merupakan 

persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka 

sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad.
35

 

Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu. Secara 

bahasa akad adalah: "Ikatan, perjanjian atau kesepakatan oleh beberapa 

pihak”. Sedangkan pengertian akad dalam terminologi fikih terbagi pada 

pengertian umum dan khusus, akad dalam pengertian umum adalah: "Segala 

yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari 

keinginan satu pihak seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual 
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beli."  Pengertian akad dalam makna khusus adalah: "Keterikatan antara ijab 

(penawaran) dan qabul (penerimaan) dengan cara yang disyariatkan yang 

berpengaruh terhadap objek transaksinya.  

Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang 

menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang memunculkan akibat hukum 

terhadap objek yang diakadkan tersebut.
36

 

2. Fungsi Akad 

       Mengutip dari buku dinamika produk dan akad keuangan syariah 

menurut Darsono. Penerapan berbagai macam bentuk dari produk dengan 

akad yang melekat pada masing-masing produk memiliki beberapa manfaat, 

terutama dalam keberlangsungan kegiatan operasional perbankan dan 

lembaga keuangan syariah lainnya. Akad yang berkenaan dengan sistem 

perbankan dan berbagai transaksi keuangan lainnya dapat menjelaskan 

kepatuhan akan produk-produk transaksi terhadap tuntunan syariah. 

 Beberapa fungsi dari akad di dalam transaksi keuangan antara lain:  

1. Kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram. 

       Beragamnya bentuk kebutuhan oleh masyarakat menuntut 

tersedianya jenis-jenis transaksi keuangan atau perbankan yang dapat 

mewadahi kebutuhan tersebut. Tingkat keragaman yang cukup tinggi 

dalam industri perbankan syariah membuka kemungkinan terjadinya 

penurunan tingkat kepatuhan karena kurang jelasnya pemilahan antara 
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produk yang halal dan yang haram. Adanya akad diharapkan berfungsi 

sebagai alat pembeda yang jelas dari suatu transaksi keuangan yang 

berlaku pada saat ini.  

2. Kesamaan pemahaman dan cara pandang antara bank dan pengawas.  

 Transparansi dan kesamaan cara berpandang akan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan operasional perbankan 

syariah. 

3. Menentukan tingkat fleksibilitasi secara lebih efisien. 

Kondisi nyata pada saat ini menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku 

perbankan syariah memahami konsep fikih secara terstruktur dan proses 

penyusunan produk-produk yang baru sangat tergantung pada individu 

yang memiliki kemampuan memadai dalam menilai kesesuaian aspek 

syariah atas suatu produk perbankan syariah.
37

 

Dengan adanya proses akad, para pelaku perbankan syariah akan 

memiliki kemampuan untuk dapat melihat batas-batas yang wajar dalam 

penyusunan suatu produk perbankan syariah. Keberadaan standardisasi 

akad juga pada gilirannya akan membantu pihak-pihak terkait dalam 

mencari alternatif solusi dalam menghadapi kendala implementasi 

konsep fikih akibat belum sesuainya infrastruktur pendukung seperti 

ketentuan perpajakan dalam implementasi transaksi murabahah. 

 

 

                                                           
37

 Darsono, Ali Sakti, Siti Aisyah, Androecia Darwis, Enny Tin Suryanti, Dinamika Produk dan Akad 
Keuangan Syariah di Indonesia (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 56. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 
 

 
 

4.  Menjaga kepentingan nasabah. 

 Manfaat utama dari adanya akad transaksi sperbankan syariah pada 

akhirnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi 

nasabah perbankan syariah yang secara prinsip memiliki kebutuhan untuk 

mendapatkan pelayanan jasa perbankan dan keuangan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

 

3. Hukum Mengambil Manfaat Dalam Akad Qard} 

       Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat 

hukumnya haram. Apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam 

perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah: 

  كل قرض جر نفعا فهو ربا
         “Semua utang yang menarik manfaat, maka ta termasuk riba.” 

 

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka 

hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi.
38

 

لو وسلم سنا، فأعطى سنا خيرا عن أبي ىريرة قال استقرض رسول الله صلى عليو وأ
 من سنو وقل خياركم أحاسنكم قضاء

“Dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah berutang seekor unta 

kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik 

dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik 

kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar 

utang." (H.R. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya). 

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (murtahin) 

yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang 
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gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak 

disyaratkan, menurut pendapat dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi 

makruh, kecuali apabila diizinkan oleh rahin (orang yang menggadaikan). 

Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh 

rahin pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.
39

 

 

4. Macam Riba Dan Dampaknya 

              Pengertian riba menurut bahasa, yaitu riba dipahami dari tiga huruf 

asal yaitu ra‟, ba' dan ya‟.  Tiga huruf ini mengandung beberapa arti, 

antara lain bertambah, berkembang, tumbuh, meningkat, menjadi besar, 

mengasuh, mendidik, mendaki, dan melebihi.  

  Pendek kata, peningkatkan dari keadaan semula merupakan arti dari 

ra, ba dan ya. Riba dikatakan sebagai tambahan, karena salah satu 

perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutang. Riba 

juga membantu mengembangkan atau berbunga, karena salah satu 

perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang 

dipinjamkan kepada orang lain.
40

 

       Sedangkan menurut istilah, para pakar hukum Islam, memiliki 

perbedaan dalam mendefinisi riba. Perbedaan ini lebih disebabkan karena 

faktor penyebab terjadinya, bukan pada esensi riba. Bagi ulama Hanafiyah, 

riba ialah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan 
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harta. Di dalam kitab al-Mabsut Imam Sarkhasi menyatakan, bahwa riba 

adalah kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang 

disyaratkan di dalam jual beli (al-fadl al-khaliy 'an al-'iwad al-mashrut fi 

al-bai'). 

 Di dalam jual beli yang halal, terjadi pertukaran antara harta dengan 

harta. Jika dalam jual beli terdapat tambahan (kelebihan) yang tidak 

disertai kompensasi, maka hal itu bertentangan dengan perkara yang 

menjadi konsekuensi sebuah jual beli. Hal semacam itu haram menurut 

syariat. 

Menurut ulama Hanabilah, riba ialah tambahan yang diberikan pada 

barang tertentu. Yang dimaksud barang tertentu ialah barang yang dapat 

ditimbang dan dapat ditukar dengan jumlah yang berbeda. Tindakan 

semacam ini baru disebut riba selama dilakukan dengan tidak kontan. 

Namun demikian, jika barangnya sejenis, seperti gandum dengan gandum, 

atau yang sebanding dan penyerahannya tunai baru dikatakan riba jika ada 

kelebihan. Jika barangnya berlainan, misalnya gandum dengan beras, 

boleh ada kelebihan sekalipun penyerahannya kontan.  

       Jadi, riba merupakan setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada 

takaran dan timbangan yang dilakukan antara pcmbeli dan penjual dalam 

tukar menukar. Dalam pandangan ulama Shafi'iyyah, riba merupakan 

transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan 

takarannya maupun ukuran waktunya saat terjadi transaksi dengan 
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penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah 

satunya. Karenanaya, penyebab terjadinya riba adalah karena barang yang 

tidak sejenis serta waktu penyerahan yang tidak sama sedangkan harganya 

telah berubah. 

Kesamaan takaran yang dimaksud adalah untuk barang yang sejenis, 

seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 

dan sebagainya. Sedangkan penundaan waktu penyerahan memungkinkan 

terjadinya perubahan harga dari barang yang telah ditransaksikan.
41

 

Jika pertukaran dilakukan pada barang sejenis, maka berlaku larangan 

pada tiga hal: kelebihan timbangan atau takaran, pada tempo, dan pada 

perginya kedua belah pihak sebelum serah terima barang. Bila sama-sama 

bahan makanan, tetapi berbeda jenisnya, misal gandum dengan beras, 

maka diperbolehkan berbeda takarannya, namun dilarang penyerahannya 

dalam waktu yang berlainan dan keduanya berpisah sebelum menerima 

barangnya. Dengan demikian, riba merupakan tambahan yang diambil atas 

adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah 

diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. 

Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang 

bertentangan dengan prinsip Islam. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, 

bahwa riba adalah kelebihan, baik itu berupa kelebihan dalam bentuk 

barang maupun uang. seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan saru 
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rupiah. Menurut Imam al-Nawawi, salah satu bentuk implementasi riba 

adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.  

Menurut golongan Maliki, definisi riba hampir sama dengan golongan 

Shafi'iyyah, hanya bedanya pada illat (alasannya). Menurut Maliki, 

illatnya riba ialah pada transaksi tidak kontan untuk bahan makanan yang 

tahan lama, Menurut Tufail Ahmad Quraish, riba sebagai suatu proses 

penambahan harta kekayaan sescorang atas modal yang dimiliki, tanpa 

adanya upaya keras dan juga tanpa adanya resiko untuk merugi.
42

 

Kriteria atau batasan yang dimaksud dengan riba adalah dititik 

beratkan pada penentuan sebelumnya, yakni: kelebihan yang diperoleh 

dari modal dasar yang dihutangkan/diinvestasikan pada orang lain, sedikit 

atau banyak. Kelebihan modal dasar yang tidak ditentukan sebelumnya 

atau berdasarkan untung dan rugi (produktif) tidak dikategorikan riba. 

Akan tetapi, yang dikategorikan riba adalah penentuan jumlah kelebihan 

yang harus diberikan atau didapat tanpa mengindahkan  apakah si 

peminjam itu untung atau rugi dalam usahanya. 

Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian 

bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah 

tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan 

adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. 
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Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap 

peminjam pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas 

pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari 

pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada 

saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan 

waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan 

jumlah yang dikembalikan. 

Dari beberapa pengertian di atas, riba dapat terwujud dalam bisnis di 

bawah ini.
43

 

a. Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dari pertukaran uang 

tersebut dalam bentuk uang yang sama.  

b. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak 

tatkala komoditas yang didagangkan secara barter itu pada jenis 

serupa.  

c. Setiap pinjaman yang memunggut keuntungan.  

d.  Setiap orang yang memberi rekomendasi seseorang kemudian dia 

menerima hadiah dari orang itu, maka itu dianggap riba.  

e. Menerima hadiah dari orang yang berhutang itu adalah riba (Ibnu 

Mas'ud). 

f. Makan dirumah orang yang berhutang itu adalah haram (Hasan al-

Basri). 
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       Ada dua bentuk kelebihan pembayaran dari jumlah yang diterima.  

       Pertama, kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan 

pembayaran bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka 

kelebihan tersebut boleh (halal) dan merupakan kebaikan bagi yang 

berutang. Nabi bersabda, "orang yang paling baik antara kamu ialah orang 

yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik". 

        Kedua, kelebihan yang diperjanjikan. Kelebihan pembayaran yang 

didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dan haram. 

Nabi bersabda, “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia 

semacam dari beberapa macam riba
44

 

 ( كل قرض جر منفعة فهو وجو من وجوه الربا   ) 

Kelebihan dalam riba sama dengan keuntungan dalam jual beli. Akan 

tetapi, riba mengandung kepastian, sedangkan jual-beli mengandung 

ketidak pastian. Padahal, dunia bisnis tidak mengenal kepastian: 

kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Uang satu juta rupiah yang 

dikembangkan dengan riba memberi keuntungan secara pasti bagi pemilik 

uang, tetapi ketidakpastian untung atau rugi ditanggung oleh pengguna 

uang. Inilah letak dari kezaliman riba. Jika uang tersebut dikembangkan 

untuk bisnis, maka ketidak pastiannya ditanggung oleh pemilik uang 

maupun pengguna uang.  
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Mengenai persamaan dan perbedaan antara riba dan bisnis tersebut 

dikemukakan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275-276.
45

 

                            

                                       

                                

     
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), "Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

وَاللَّوُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثيِمٍ  ۚ  يمَْحَقُ اللَّوُ الرِّباَ وَيُ رْبِي الصَّدَقَاتِ    
“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa.” 

 

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing 

adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.  Kelompok pertama dibagi 

lagi menjadi riba qard} dan riba jahiliyah.  Sedangkan kelompok kedua, 

riba jual beli terbagi menjadi riba fad}l dan riba nasi'ah.
46

 

   Menurut Syekh al-Maraghi bahwa global ada dua macam riba:  
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a. Riba nasi'ah yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa 

dilakukan oleh mereka. Riba ini menangguhkan masa pembayaran 

dengan tambahan keuntungan.   

b. Riba fad}l seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan 

emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya.  

Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas).  

       Jumhur ulama fiqih membagi riba dalam dua kategori: Riba nasi'ah 

dan riba fad}l. "Pandangan yang sama juga dikemukakan  al-Jaziri. Riba 

nasi‟ah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, 

suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau 

keadaannya sendiri. Sedangkan riba fad}l adalah riba yang diharamkan 

karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena ada tambahan pada jual 

beli benda atau bahan yang sejenis. 

       Definisi riba al-nasi'ah menurut ulama Hanafiyah dalam Wahbah az-

Zuhaily adalah: 

فضل الحاول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين او الموزونين عند 
  اختلاف الجنس او غير المكيلين او الموزونين عند اتحاد الجنس

“Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu 

pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas dain 

(harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau 

ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau 

ditimbang.”  

       Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu 

kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu 

setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 
 

 
 

hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa 

imbangan mabi‟ (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai 

imbangan dari penundaan  waktu pembayaran, maka yang demikian ini 

adalah praktik riba al-nasi‟ah.
47

 

       Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas 

sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah az-

Zuhaily tergolong riba nasi‟ah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua 

macam (kasus) riba nasi'ah:  

1) Ganti dari harga pokok sebagai kompensasi penunda waktu 

pembayaran. 

2)  Penunda menyerahkan salah satu dari barang yang dipertukarkan 

dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis. 

       Adapun riba al-fad}l adalah penambahan pada salah satu dari benda 

yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan 

karena faktor penundaan pembayaran. Para fuqaha sepakat membantah 

bahwasanya riba al-fad}l hanya berlaku pada harta benda ribawi. Mereka 

juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi 

karena dinyatakan secara tegas dalam nash hadis. Ketujuh harta benda 

tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis 
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gandum (5) kurma (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh 

macam harta benda tersebut berselisih pandangan.
48

 

       Menurut fuqaha Zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam 

harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas 

konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung 

melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta 

ribawi pada setiap mata uang (an-naqd) dan makanan (al-ma'thum) 

meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. 

Yang dimaksud dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala 

sesuatu yang lazim dimakan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-

mayur.  

       Sedangkan mazhab Malikih memperluas konsep harta-benda ribawi 

pada setiap jenis mata uang dan sifat al-iqtiyat (jenis makanan yang 

menguatkan badan) dan al- iddihar (jenis makanan yang dapat disimpan 

lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak 

termasuk harta benda ribawi karena tidak dapat disimpan dalam waktu 

yang lama. 

       Adapun menurut ulama Syafi'iyah sendiri membagi riba menjadi tiga 

macam: 
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a. Riba Fad}l  

       Adalah riba jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu 

pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain. tambahan berasal 

dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti 

menual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang 

juga.
49

 

b. Riba Yad  

       Adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (al-qabdu), yakni 

bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima. Seperti 

menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya‟ir  tanpa harus 

saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. 

Menurut ulama Hanafiyah, riba seperti ini termasuk riba nasi‟ah, yakni 

menambah yang tampak dari utang. 

c. Riba Nasi’ah  

       Adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan 

harganya. Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama 

terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya. riba yad 

mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan 

hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan 
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meskipun sebentar. Al-mutawalli menambahkan jenis riba dengan riba 

qurd}i (mensyaratkan adanya manfaat).
50

 

       Riba Pada dasarnya riba dibagi menjadi dua, yakni riba jual beli dan 

riba utang piutang. Riba jual beli yaitu riba yang timbul karena terjadinya 

transaksi jua beli, sedangkan riba utang piutang yaitu riba yang timbul 

karena tejadinya transaksi pinjam meminjam. Riba utang piutang dibagi 

menjadi dua yakni riba qard}  dan riba jahiliyah, sedangkan riba jual beli 

terbagi menjadi dua, yakni riba fad}l dan riba nasi'ah. 

a. Riba al-Qard} 

       Riba al-qard} adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah 

disyaratkan dalam perjanjian antara dua pihak yaitu, pemberi pinjaman dan 

penerima pinjaman. Dalam perjanjian disebutkan, bahwa pihak pemberi 

pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu atau memberikan 

syarat kepada pihak peminjam saat memberikan pinjamannya. Memberi 

pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru), sedangkan meminta 

kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang dari semula 

diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi 

bermotif bisnis.
51
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b. Riba Jahiliyah 

       Riba Jahiliyyah adalah  riba yang timbul karena adanya keterlambatan 

pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang 

telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu 

yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila 

peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai waktu yang telah 

diperjanjikan.  

c. Riba al-Fad}l 

       Riba al-fad}l adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang 

yang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda. Dengan kata lain, 

tambahan tersebut akibat ketidaksamaan dalam kualitas, jumlah, dan 

waktu penyerahan, barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk 

dalam jenis barang riba. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang 

yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan 

jumlah, kadar, atau tukaran yang lebih tinggi.
52

 

       Contoh lain, pertukaran antara gandum 100 kg ditukar dengan gandum 

105 kg merupakan praktik riba. Dalam hal ini, terjadi pertukaran barang 

sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan 

itu termasuk barang ribawi, misalnya emas dengan emas, gandum dengan 

gandum, beras dengan beras. Selama pertukaran (barter) keduanya berbeda 

takarannya, walaupun kualitasnnya berbeda, maka ia termasuk riba fad}l. 
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       Ulama sepakat menetapkan riba fad}l pada tujuh barang. yaitu emas, 

perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda- 

benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. 

Adapun barang selain itu, para ulama berbeda pendapat. Zahiriyyah hanya 

mengharamkan ketujuh benda tersebut. 

       Menurut pendapat yang masyur dari Imam Ahmad dan Abü Hanifah, 

riba fad}l terjadi pada setiap jual-beli barang sejenis dan yang ditimbang. 

Imam Shafi'i dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba 

fad}l dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun tidak 

ditimbang. Sa'id Ibn Musayyab dan sebagian riwayat Ahmad 

mengkhususkannya pada makanan jika ditimbang. Imam Malik 

mengkhususkan pada makanan pokok. 

d. Riba Nasi‟ah  

       Riba Nasi'ah merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang 

satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang 

jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam 

penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan 

dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan 

mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.  

       Misalnya, pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kepada 

Antony 100 kg. Pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras 

ini sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima 
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barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini 

tergolong transaksi riba yang dilarang.
53

 

Riba Nasi‟ah mempunyai unsur sebagai berikut: 

1) Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu. 

2) Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak 

pemberi hutang ketika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan 

perjanjian.  

3) Objek peminjaman berupa barang ribawi. 

Dengan pendekatan sosioekonomi, dapat diketahui bahwa riba nasi'ah 

mempunyai karakter sebagai berikut: 

1) Riba ini merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas 

kemanusiaan dan keadilan. Dalam sejarah terbentuknya hukum Islam 

di masa Nabi pelarangan riba termasuk dalam sub sistem tata ekonomi 

yang dikehendaki Islam yang berpijak pada kemanusiaan dan 

keadilan.  

2) Fenomena praktik riba membawa gambaran bahwa pada umumnya 

riba menghadapkan orang kaya dengan orang miskin, kendati terdapat 

juga antar orang kaya, namun kasusnya sedikit.
54
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5. Dasar Larangan Riba  

Riba sudah lama dipraktikkan. Seiring dengannya, riba juga membawa 

dampak kesengsaraan. Para tokoh pun mengecamnya. Jadi, riba, dampak, 

dan kecamannya telah lama terjadi dalam peradaban manusia. Diantara 

tokoh yang mengecam praktik riba adalah plato. Alasan yang 

dikemukakan Plato adalah: 

a. Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam 

masyarakat.  

b. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan 

13 miskin. 

      Dalam Islam, riba juga dipandang sebagai kejahatan serius. Islam juga 

memahami bahwa riba telah lama dipraktikkan oleh masyarakat, hingga 

batas perbedaannya sulit dikenali. Untuk itu, larangan al-Qur'an atas 

praktik riba dilakukan secara bertahap. Pelarangan riba dalam al-Qur'an 

melalui beberapa tahapan: dari sifatnya yang mencela sampai 

pengharaman. Berbagai tahapan tersebut memungkinkan umat islam untuk 

memahaminya secara bertahap pula, karena memang praktik riba terjadi 

sebelum Islam datang.
55

 

       Al-Qur'an berbicara tentang riba di empat tempat. Masing-masing 

kelompok ayatnya dikaitkan dengan ayat-ayat sesudah dan sebelumnya, 

agar konteks dan pesannya secara utuh dapat dimengerti secara baik. 
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Setelah masing-masing kelompok ayat riba dipahami dalam konteksnya, 

dilanjutkan dengan memadukan semua kelompok ayat riba. Metode ini 

akan menemukan 15 pemahaman riba secara utuh sesuai dengan pesan al-

Qur'an. 

       Tahap pertama, Islam menolak pinjaman riba yang seolah-olah 

menolong, padahal sesungguhnya mencelakakan. Hal ini ditegaskan oleh 

Allah 

وَمَا آتَ يْتُم مِّن زكََاةٍ  ۚ  وَمَا آتَ يْتُم مِّن رِّباً لِّيَ رْبُ وَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَ رْبوُ عِندَ اللَّوِ 
ََ ريِدُونَ وَجْوَ اللَّوِ فأَُولََٰئِكَ ىُمُ الْمُضْعِفُونتُ   

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang diberikan agar ia menambah pada 

manusia, maka riba itu tidak menambah sisi Allah dan apa yang 

diberikan tentang zakat untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang 

diminta demikian Allah dengan akan melipat gandakan pahalanya." 

(al-Rum-39). 

 

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa tambahan yang diambil dari 

riba tidak berguna di sisi Allah, bahkan riba dipertentangkan dengan zakat.  

Pemberian zakat akan menolong manusia dan memperoleh sisi Allah.  Hal 

senada dapat dijumpai dalam surat al-Baqarah:  

وَاللَّوُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثيِمٍ  ۚ  يمَْحَقُ اللَّوُ الرِّباَ وَيُ رْبِي الصَّدَقَاتِ    
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa." (al-Baqarah-276).
56
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       Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan Allah 

mengancam serta akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi 

yang tetap mempraktikkan riba.  

ىِمْ عَن سَبِيلِ اللَّوِ كَثِيرًافبَِظلُْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ىَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُ  مْ وَبِصَدِّ  
وَأَعْتَدْناَ  ۚ  وَأَخْذِىِمُ الرِّباَ وَقَدْ نُ هُوا عَنْوُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ  هُمْ   للِْكَافِريِنَ مِن ْ

 عَذَاباً أَليِمًا
 

 "Maka menyebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas mereka makanan yang baik-baik, yang dihalalkan 

bagi mereka, dan karena mereka banyak yang melibatkan 

manusia dari jalan Allah, dan yang mereka bawa riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka 

telah memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir dengan siksa yang 

pedih. "  (al-Nisa ': 160-161).
57

 

 

       Dalam ayat ini, terdapat persamaan antara yang diterima dengan 

manusia dari jalan Allah dan harta yang dikumpulkan dengan cara yang 

batil. Semua termasuk perbuatan zalim. Artinya, perilaku mengambil riba 

berarti Memakan harta bersama dengan jalan batil yang dilarang oleh 

Allah.  

 Tahapan tiga, riba dilarang karena berlipat ganda. Pelarangan ini 

muncul karena berhubungan dengan situasi yang berkembang pada saat 

itu. Praktik membungakan uang telah berlangsung dengan suku bunga 

yang sangat tinggi.  
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Tahap keempat, Allah mengharamkan riba secara tegas. Larangan riba 

ini tidak ada syarat apapun. Berapapun jumlah riba tetap haram hukumnya. 

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan riba.
58

 

 

 ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

كُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا وَإِن تُ بْتُمْ فَ لَ  ۚ  فإَِن لَّمْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّوِ وَرَسُولِوِ 
 تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

“ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada 

Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika 

kamu termasuk orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Allah dan Rasul-Nya 

akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat dari 

mengambil riba, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula 

dianiaya.” ( al-Baqarah: 278-279). 

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi bersabda, 

Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan). Yang paling rendah dosanya 

sama dengan orang yang mezinahi ibunya. Di dalam Sunnah, Nabi  

bersabda: 

 درىم ربا يأ كلو وىو يعلم من ست وثلاثين زنية
"Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui 

(bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh 

kali zina". (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).
59

 

       Dari berbagai dasar al-Qur'an dan al-Hadits tersebut, jelaslah bahwa 

riba berapapun jumlahnya merupakan pekerjaan yang dilarang. Tahapan 

pelarangan ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki 

konsisten hukum yang kuat dan upaya untuk mencapai kesempurnaan 
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pelaksanaan kaidah agama dilakukan secara gradual. Oleh karenanya, 

tidak ada alasan lagi untuk tidak meninggalkan riba.
60

 

Ada pula beberapa alasan rasional atas larangan riba. Mengambil 

bunga berarti mengambil untung diri sendiri milik orang lain, tanpa 

memberikan sesuatu sebagai penggantinya. Seseorang menerima lebih dari 

yang dipinjamkan tanpa perlu mengganti kelebihan tersebut dengan 

sesuatu. Adapula beberapa alasan rasional atas larangan riba.  

Pertama, mengambil bunga berarti Mengambil bunga berarti 

mengambil untung diri sendiri milik orang lain, tanpa memberikan sesuatu 

sebagai penggantinya. Seseorang menerima lebih dari yang dipinjamkan 

tanpa perlu mengganti kelebihan tersebut dengan sesuatu. 

       Kedua, bergantung pada bunga mengurangi semangat seseorang untuk 

bekerja mendapatkan uang. Satu dolar, misalnya, dapat menghasilkan 

lebih dari satu dolar dari bunga baik yang dibayar di muka maupun yang 

dibayar kemudian tanpa bekerja untuk itu. Bila hal ini terjadi pada pemilik 

modal, maka mereka tidak akan menanam modalnya dalam industri, 

perdagangan, atau bisnis apapun, karena ia dapat memperoleh penghasilan 

tambahan tanpa harus bekerja keras.  

Ketiga, mengizinkan untuk membebankan bunga berati mengurangi 

semangat seseorang untuk berbuat baik terhadap sesama. Bila bunga uang 

diharamkan, seseorang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan 
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keinginan yang baik, tanpa mengharapkan lebih dipinjamkannya. dari 

jumlah yang dipinjamkannya. 

Keempat, riba diharamkan juga karena cenderung menimbulkan 

perlakuan tidak jujur atau tidak adil antara satu pihak dengan pihak yang 

lain. Hal ini juga memungkinkan seseorang memanfaatkan orang lain. 

Dalam ekonomi, si kaya cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar dari si miskin. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin 

besar, karena riba juga memiliki dampak dalam kenaikan harga-harga 

barang. 

6. Dampak Riba  

       Pungutan bunga yang ribawi atau praktik riba yang lain ternyata jika 

dianalisi lebih jauh membawa dampak yang negatif dalam masyarakat. 

Dampak ini tidak saja dari aspek ekonomi, tetapi juga pengaruh sosial dan 

moral.  Oleh karenanya, masyarakat yang bergelimang dalam riba selalu 

diliputi oleh perasaan tidak tentram.
61

 

Dampak pertama, riba bertentangan dengan nilai akidah. Dalam 

akidah, manusia dihadapkan pada ketidak pastian, karena hanya Allah 

yang mengetahui kepastian.  Dalam riba, peminjam akan selalu membayar 

bunga sesuai persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak 

mempertimbangkan: apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam 

telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan.  Pemberi 
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pinjaman akan selalu mendapatkan untung, meskipun peminjam menderita 

kerugian. Di dalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapat 

keuntungan atas uang pinjamannya. 

padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengundang 

unsur ketidak pastian. Apakah itu akan mendapat keuntungan atau 

menderita kerugian. Jadi, penetapan bunga diawal sebelum usaha dimulai 

bertentangan dengan prinsip akidah, yakni memastikan keuntungan di hari 

esok, padahal manusia tidak akan pernah tahu apakah usahanya akan 

menguntungkan atau malah merugi. Hal ini sama sekali di luar jangkauan 

manusia.
62

 

Dampak kedua, riba bertentangan dengan nilai keadilan. Bunga akan 

diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan 

membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai 

pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai 

pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat 

bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena 

dibebani biaya atas uang yang dipinjam. 

Jika pinjaman itu digunakan untuk keperluan yang konsumtif, maka 

bunga yang ditetapkan sangat membebani peminjam. Jika pinjaman untuk 

pemenuhan modal kerja/investasi usaha, maka bunga atas modal tersebut 

akan menjadi beban tetap yang berdampak pada biaya tinggi. Dari sisi 

kreditur, ia akan senantiasa aman dari resiko. Sebaliknya, ia senantiasa 
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diuntungkan meskipun usaha orang yang meminjam gulung tikar. Dari sisi 

peminjam (debitur), jika ia mendapat untung besar, krediturnya hanya 

memperoleh bunga yang tetap. 

       Dampak ketiga, riba menimbulkan kejahatan moral. Pengambilan riba 

atau bunga dapat menyebabkan rasa tamak dan rakus yang berlebihan 

terhadap harta. Orang yang semakin egois akan kondisi orang lain, 

terutama kepada pihak yang menerima pinjaman. Bunga menimbulkan 

sikap tidak mengenal rasa sosial dan tidak saling mengasihi.
63

 

Penetapan riba juga berdampak pada melemahnya rasa untuk bekerja. 

Orang yang memiliki uang banyak cukup dengan membungakan uangnya 

atau menaruh dananya dalam tabungan atau deposito. la tidak akan pernah 

menanggung kerugian sedikitpun, karena setiap bulan ia dapat menikmati 

bunga. Semangat ini sangat bertentangan dengan semangat Islam yang 

menekankan pentingnya bekerja keras. 

Dampak keempat, riba menimbulkan kebencian sosial di masyarakat. 

Antara kreditor dan debitor akan senantiasa berhadapan secara tidak 

seimbang. Benih-benih permusuhan dan kebencian akan terus mengalir 

dan akhirnya masyarakat tidak akan pernah tentram. 

Dampak kelima, riba menimbulkan inflasi. Komponen bunga 

dimasukkan dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperoleh 

pinjaman dari bank harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga 
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dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh 

pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena di 

dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Secara 

nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, 

sehingga akan menyebabkan inflasi. Sementara itu, bunga pinjaman 

konsumtif akan membawa dampak pada melemahnya daya beli 

masyarakat.  

       Karena pada dasarnya, nilai pinjamannya tidak hanya senilai pokok 

pinjaman, melainkan harus ditambah dengan beban bunga. Karenanya, 

peminjam tidak akan membelanjakan semua pinjamannya, karena sebagian 

dicadangkan untuk membayar bunga. Dampak keenam, riba menimbulkan 

ketergantungan secara ekonomi. Peminjam akan selalu membayar bunga 

kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak 

dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. 

Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. 

       Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan 

bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga 

terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. 

Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun 

pembayaran bunga merupakan beban dari pihak peminjam.
64
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BAB III 

PRAKTIK KEGIATAN HUTANG PIUTANG ANTARA PEMILIK 

SAWIT DENGAN PENGEPUL 

 

A. Profil Desa  

       Desa Simangambat Julu adalah desa yang terletak di kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 

Indonesia. Desa Simangambat julu adalah desa yang memiliki 6 dusun. 

       Desa Simangambat Julu rata-rata menganut agama Islam bahkan gereja 

hanya ada satu saja yang letaknya di Gunung Tua. Dimana jarak antara desa 

Simangambat julu dengan Gunung Tua kisaran 73,3 Km yang bisa ditempuh 

dengan kendaraan kurang lebih 2 jam 11 menit. Tempat beribadah bagi 

penganut Agama Islam yang ada di desa Induk terdapat 1 masjid dengan 

nama masjid yaitu masjid Al-amin.
65

 

Tempat pendidikan di desa Simangambat julu  diantaranya yaitu: 

ada 1 sekolah dasar (SD),  untuk kecamatan 1 sekolah menengah (SMP), Dan 

1 sekolah menengah akhir (SMA). Pendidikan di desa Simangambat Julu 

rata-rata mencapai SMA, ada beberapa yang kuliah dengan meninggalkan 

desa dan merantau  untuk belajar di Universitas yang dituju.
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Ada yang dimedan di Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Ada yang disurabaya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

(UINSA), bahkan ada yang menerima beasiswa hafidz di Kairo.
66

 

       Warga desa Simangambat julu adalah warga yang bersuku Batak 

Mandailing. Berikut macam-macam Marga yang ada di desa tersebut 

diantaranya yaitu: 

1 Dalimunthe  

2 Harahap  

3 Pasaribu  

4 Payung  

5 Ritonga  

6 Siregar  

7 Hasibuan  

8 Dongoran  

9 Nasution  

10 Pane  

11 Pasaribu  

12 Sagala  

13 Parinduri  

                                                           
66

 Wawancara dengan Ibu sholeh (warga Desa Simangambat), tanggal 17 Desember 2019 di 
Rumah Ibu Sholeh. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 
 

 
 

14 Pohan  

15 Rangkuti  

16 Tanjung  

17 Simbolon  

18 Pulungan  

19 Lubis  

20 Hutasuhut  

21 Rambe  

22 Daulae  

23 Baumi  

24 Dabuan  

25 Babiat 

 

       Desa Simangambat julu memiliki potensi lahan pertanian yang banyak, 

dimana potensi tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai 

tempat mencari nafkah bagi warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari di antaranya yaitu: 

1. Tanaman lahan pangan kering, di desa Simangambat tanaman lahan kering 

banyak digunakan untuk menanam pohon karet yang mana getah karetnya 

diambil untuk dijual.
67

 

                                                           
67

 Wawancara dengan Bapak Wardiman (warga Desa Simangambat Julu), tanggal 17 desember 
2019 di rumah Pak Wardi. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 
 

 
 

2. Tanaman lahan perkebunan, di desa Simangambat Kabupaten Padang 

Lawas Utara ini banyak menggunakan lahan perkebunan dengan menanam 

pohon kelapa sawit yang dalam penanamannya membutuhkan waktu 3 

tahun untuk dapat memanen buahnya lalu dijual ke pengepul. Berkebunan 

sawit merupakan mata pencaharian mayoritas yang dilakukan oleh warga 

di desa Simangambat. 

3. Tanaman lahan yang basah, di desa Simangambat julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara ini 

menggunakan lahan yang basah untuk persawahan, sehingga ketika panen 

padinya dapat dijual kepajak dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-

hari. 

4. Lahan peternakan, di desa Simangambat julu Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara ini memelihara 

kerbau dan kambing. Walaupun sudah tidak terlalu banyak yang 

memeliharanya dikarenakan warga desa Simangambat julu terlalu banyak 

berfokus ke sawah karet serta kelapa sawit nya.
68

 

 

B. Kegiatan Jual Beli Sawit dan Pengepul 

       Mata pencaharian di desa Simangambat julu Kecamatan Simangambat 

Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara ialah bertani, 

berternak dan berkebun. Akan tetapi mayoritasnya adalah berkebun kelapa 

sawit. 
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       Kelapa sawit adalah pekerjaan yang sudah berpuluh-puluh tahun 

dilakukan oleh warga desa Simangambat julu ini. Penulis meneliti bahwa 

lahan yang dimiliki warga dan digunakan untuk menanam pohon kelapa sawit 

berhektar-hektar luasnya dan dalam satu hektarnya terdapat 132 pokok (titik 

penanaman) kelapa sawit dengan jarak 8 x 9 M.
69

 

       Dalam proses awal penanaman pokok kelapa sawit sebagaimana yang 

telah penulis teliti sebagai berikut: 

1. Yang pertama menanam kecambah atau biji sawit lalu disemai di dalam 

polybag selama 8 bulan dengan selalu rutin disiram, selama masih dalam 

proses tanam polybag Setiap 3 bulan petani sawit melakukan perawatan 

dan proteksi khususnya dari serangga hama. Selain hama petani sawit 

melakukan proteksi dari jamur dengan semprot fungisida pada batang 

yang berjamur. Perawatan ini dilakukan petani sawit secara rutin hingga 

bibit sawit berusia 8 bulan dan siap dipindahkan ke perkebunan untuk 

ditanam. 

2. Setelah ditanam di perkebunan pohon kelapa sawit akan berbuah setelah 

3 tahun dan dalam proses 3 tahun tersebut banyak hal yang harus 

dilakukan oleh petani sawit agar kelapa sawit tumbuh dengan baik yaitu 

dengan cara: 

1) Memberikan pupuk 

2) Membersihkan dengan mesin rumput 

3) Meracuni rumput disekeliling pohon sawit dengan rondap 
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3. Memberikan pupuk dalam jangka waktu 3 bulan sekali dengan ukuran 2 

kg untuk 1 batang pohon sawit dan untuk 1 hektarnya adalah sekitar 132 

pohon sawit berarti 132 x 2kg adalah 264 kg pupuk yang dibutuhkan 

untuk 1 hektar pohon kelapa sawit. 

Macam-macam pupuk yang digunakan untuk kelapa sawit yaitu: 

a. Pupuk dolomit  

Pupuk dolomit adalah pupuk dasar yang harus didahulukan gunanya untuk 

menyuburkan tanah. 

b. Pupuk Urea  

Pupuk urea ialah pupuk yang digunakan untuk daun kelapa sawit. 

c. Pupuk KCL  

Pupuk KCL adalah pupuk yang digunakan untuk buah kelapa sawit. 

d. Pupuk NPK  

Pupuk NPK adalah pupuk yang digunakan untuk menambah kesuburan 

tanah dan Membantu perkembangan tanaman. 

1) Pupuk ZA  

Pupuk ZA adalah pupuk yang digunakan untuk mempercepat dan 

meningkatkan tanaman seperti tinggi tanaman. 

       Pupuk Urea, KCL, NPK dan ZA dapat digunakan dengan cara dicampur 

sekaligus atau penggunaan pupuk nya digunakan satu-persatu yang terpenting 

pupuk dolomit yang harus didahulukan digunakan.
70
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       Biaya dalam penanaman kelapa sawit mulai tahap awal hingga 

menghasilkan buah membutuhkan dana ± 50 juta untuk setiap satu hektarnya. 

Mulai dari perawatan pembersihan, pemupukan dan sebagainya. 

       Ketika buah kelapa sawit siap untuk dipanen, maka para petani sawit  

memanggil orang yang biasanya bekerja untuk memanen buah sawit. Dalam 

proses memanen didesa simangambat julu ini apabila sudah memanggil 

kelompok A untuk memanennya maka kelompok ini akan selalu datang untuk 

memanen setiap buah sawit perlu dipanen, meskipun para petani sawit tidak 

memanggil kelompok yang bekerja untuk memanen buah sawit ini, jika 

waktu buah sawit sudah saatnya untuk dipanen para kelompok itu langsung 

akan memanen buah sawitnya karena memang ini sudah menjadi kebiasaan 

yang terjadi didesa Simangambat Julu ini. 

       Ketika panen buah kelapa sawit, dalam satu hektarnya tidak bisa dijamin 

berapa banyaknya karena bisa bermacam-macam seperti berikut: 

Petani sawit menjual ke pengepul buah sawit per hektar nya bisa mencapai 

1,5 ton , 1,3 ton , 1,2 ton ini buah puncaknya dan bisa jadi per hektarnya 

hanya 500 kilo, 800 kilo ketika buah kelapa sawitnya banyak yang kosong. 

       Panen buah kelapa sawit biasanya tergantung cara awal memanennya, 

jadi ada yang setiap 2 minggu sekali dan ada juga yang setiap 10 hari sekali 

tapi mayoritas di desa Simangambat julu ini memanen buah kelapa sawit 

setiap 2 minggu sekali.
71
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       Dalam proses memanen apabila tinggi buah sawitnya belum melebihi 3 

meter maka alat yang digunakan untuk memanen buah sawitnya 

menggunakan alat dodos. Dodos disini yaitu alat semacam kapak namun 

seperti sekop jadi cara memanennya dengan disorong saja. Namun, apabila 

tinggi buah sawitnya melewati 3 meter maka alat yang digunakan untuk 

memanen ialah dengan alat eggrek. Eggrek disini semacam sabit tetapi 

memakai fiber yang terbuat dari stainlis. 

       Ketika buah sudah didodos dan di eggrek maka para kelompok yang 

memanen akan memindahkan buahnya ke truk menggunakan alat tojok. 

Fungsi alat tojok sebagai penusuk untuk menancapkan buah kelapa sawit 

yang ada ditanah kemudian diangkat untuk memindahkan buah kelapa sawit 

kedalam truk. Setelah dikumpulkan di truk maka buah sawit yang telah 

dipanen siap untuk dijual ke pengepul, mulai dari menimbang buah sawit dan 

truknya kemuadian ditotalkan didalam kwitansi. 

Harga yang sekarang untuk 1 kg buah sawit nya senilai Rp.1.600 per kilo 

namun kadang-kadang bisa naik menjadi  Rp. 1.800 juga bisa turun mencapai 

senilai Rp. 600 per kilo. Namun, ketika nilai harga buah sawit turun ke harga 

Rp600 per kilo banyak warga Simangambat julu yang bekerja sebagai petani 

sawit malas untuk memanennya dikarenakan harga jual per kilo buah sawit 

nya yang sangat rendah.
72

 

Besarnya biaya dalam proses penanaman sawit tersebut di setiap 

hektarnya membuat para petani sawit membutuhkan uang untuk 
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perawatannya maupun untuk kehidupan sehari-hari dalam masa penantian 3 

tahun sampai buah kelapa sawit siap untuk dipanen dan dijual  kepada 

pengepul. 

Di desa Simangambat julu biasanya antara petani sawit dengan pengepul 

banyak yang mempunyai ikatan-ikatan. Disini bukan karena adanya akad 

secara tertulis, melainkan karena hasil panen buah kelapa sawit dari petani 

selalu dijual kepada pengepul yang telah berlangganan. Karena kebiasaan 

yang seperti itu, maka terjalinlah ikatan secara tidak langsung diantara petani 

sawit dan pengepul tersebut. Total pengepul yang ada di desa Simangambat 

julu ini ada 4, setiap petani sawit boleh menjual buah sawit nya ke pengepul 

A B C maupun D.
73

 

Penulis meneliti di sini apabila petani sawit menjual hasil panennya ke 

pengepul A, maka pada saat panen selanjutnya petani sawit nya juga menjual 

sawitnya lagi kepada pengepul A dan seterusnya begitu. Pada saat 

membutuhkan uang untuk pemupukan sawit untuk biaya pembersihan sawit 

ataupun untuk kehidupan sehari-hari petani sawit selalu mencari pinjaman ke 

pengepul A. 

Namun jika si pengepul A tidak bisa meminjamkan uang yang 

dibutuhkan oleh petani sawit tersebut maka petani sawit itu mencari pengepul 

lain yang bisa meminjamkan uang yang dibutuhkan oleh si petani sawit 

tersebut dan jika pengepul lain memberikan hutang uang kepada petani sawit 

maka syaratnya hasil panennya harus dialihkan  ke pengepul manapun yang 
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memberikan pinjaman uang tersebut dan syarat yang berlaku selama proses 

hutang piutang tersebut inilah yang terjadi di desa Simangambat julu 

Kecamatan Simangambat Kabupaten Lawas Utara. 

Penulis disini berkesempatan mewawancarai salah satu pemilik kebun 

sawit, beliau adalah Bapak Dayat, yang sudah menjalani persawitan selama ± 

20 tahun lamanya. Beliau memiliki lahan seluas 9 hektar. Dan memiliki 

kelompok pekerja untuk panen sebanyak 4 anggota. Ke 4 anggota yang 

mendodos dan mengeggrek buah sawit ini dibayar dengan sesuai berapa  

buah sawit yang dijual dan daerah sawit yang dipanen juga menjadi pengaruh 

yang berlaku dalam pembayaran hasil perhektarnya untuk anggota kelompok 

memanen buah sawit tersebut.  

Contohnya, upah panen untuk setiap anggota kelompok memanen apabila 

lahan kelapa sawitnya jauh dari jalan maka setiap 1 tonnya perorangan 

mendapatkan Rp. 200.000,00. Dan jika lahan tidak jauh dari jalan maka 

setiap 1 tonnya perorangan mendapatkan Rp. 150.000,00. 

Bapak Dayat mengatakan kepada penulis bahwa petani sawit di sini 

sering mengalami pada saat proses menunggu waktu panen buah sawit sangat 

kekurangan uang, sehingga di desa Simangambat julu Kecamatan 

Simangambat ini biasanya ketika pemilik lahan kekurangan uang atau butuh 

pinjaman uang maka mereka akan datang ke pengepul yang biasanya 

berlangganan mengepul dimasing-masing pemilik lahan.
74
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Misalnya, Bapak Dayat ketika disituasi sangat membutuhkan pinjaman 

uang beliau datang ke pengepul langganannya yaitu pengepul A tapi saat 

beliau datang kepengepul A dengan maksud hati mengutarakan untuk 

meminjam uang dan ternyata pengepul A tidak memiliki uang yang cukup 

untuk dipinjamkan senilai yang ingin dipinjamkan oleh bapak Dayat. Maka 

pengepul A biasanya menyarankan untuk pinjam kepada pengepul B ketika 

Bapak Dayat mencoba untuk meminjam kepada pengepul B dan pengepul B 

mampu memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan oleh Bapak 

Dayat, namun disini pengepul B biasanya mengajukan beberapa syarat. 

       Bapak Dayat meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada 

pengepul B dan biasanya pengepul B memberikan syarat yaitu setiap hasil 

panennya dari perkebunan Bapak Dayat ini harus dialihkan ke pengepul B 

tidak boleh kepengepul lainnya dan bisa dengan harga yang lebih murah 

berbeda dari harga pengepul lainnya karena setiap pengepul punya harga 

yang berbeda-beda dalam penjualan setiap kg sawitnya, selama hutang 

piutangnya belum terbayar lunas maka tidak boleh mengganti pengepul dan 

dalam masa tunggu hutangnya dibayar lunas Bapak Dayat tidak boleh 

berhutang lagi kepada pengepul B syarat ini berlaku selama akad hutang 

piutang (qard}) tersebut belum terselesaikan atau lunas. Bapak dayat 

mengatakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di desa 

Simangambat Julu.
75
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       Dalam proses hutang piutang di desa tersebut penulis mengidentifikasi 

masalah dalam akad hutang piutang (qard}) ini tidak sesuai dengan kaidah-

kaidah islam yang berlaku yang mana dalam akad hutang piutang tersebut si 

pemberi hutang memberikan syarat yang harus dilakukan oleh si penghutang, 

meski si pemilik sawit tidak keberatan tapi tetap saja tidak diperbolehkan 

seakan tidak mau melewatkan kesempatan yang ada, pengepul B meminta 

selama petani sawit belum sanggup membayar hutangnya maka tiap hasil 

panen buah sawitnya harus dijual kepada pengepul B dan dengan harga yang 

berbeda dari harga pengepul lainnya. 

Penulis disini mengamati terdapat unsur riba qard}  karena pada dasarnya 

hutang piutang masuk kedalam akad tabarru‟ yaitu akad tolong-menolong 

tapi yang terjadi di desa Simangambat Julu ini malah si pemberi hutang 

mencari keuntungan dengan memberikan syarat kepada si penghutang, yang 

menurut penulis syarat ini cukup memberikan keberatan bagi si penghutang 

atau sipetani sawit. Hutang piutang yang terjadi didesa Simangambat Julu ini 

ialah hutang piutang bersyarat.
76
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BAB IV 

ANALISIS  HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  HUTANG-

PIUTANG BERSYARAT DALAM AKAD AL-QARD} DI DESA 

SIMANGAMBAT JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN 

PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

A. Analisis Praktik Hutang Piutang  Bersyarat di Desa Simangambat 

       Hutang piutang memang sudah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah bagi 

setiap masyarakat, yang berbisnis, maupun yang lainnya. Karena manusia adalah 

makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan satu sama lainnya. Hal itu 

didasari karena adanya suatu perbedaan perekonomian yaitu mulai dari yang 

rendah, sedang, maupun tinggi. Maka dari itu hutang piutang biasa terjadi 

dikarenakan ada beberapa pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan 

berbagai sistem salah satunya yaitu dengan transaksi hutang piutang. 

       Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat desa Simangambat Julu, seorang 

petani sawit datang kepada pengepul untuk menjual hasil panen buah sawitnya. 

Namun apabila kekurangan uang atau membutuhkan uang baik untuk kehidupan 

sehari-hari maupun untuk perawatan sawit maka pihak petani sawit selalu 

mencari pengepul yang bisa menghutangkan uang kepada pihak petani sawit 

tersebut.
77

 

       Kemudian jika petani sawit menemukan pengepul yang mempunyai uang 

yang dibutuhkan oleh pihak petani sawit maka petani sawit  berhutang kepada 
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pengepul, dan pengepul yang memberikan hutang tersebut akan memberikan 

syarat ketika petani sawit berhutang yaitu dengan persyaratan selama hutang 

piutang tersebut petani sawit harus mengalihkan hasil panen buah sawitnya 

kepada pengepul tersebut untuk dijual kepada pengepul tersebut dengan harga 

yang lebih murah dari pengepul lainnya karena harga setiap pengepul bisa 

berbeda-beda. 

       Setelah penulis meneliti permasalahan yang terjadi di desa ini petani sawit 

meminjam uang Rp. 50.000.000. Kepada pengepul a (pengepul yang biasa dijual 

hasil panennya). Namun, pengepul a tidak bisa memberikan pinjaman karena 

tidak ada. Kemudian petani sawit mencari pengepul lain yang bisa memberikan 

hutang uang yang dibutuhkan petani sawit tersebut, yaitu pengepul b, pengepul b 

langsung berkata ke pihak petani sawit: 

 “Aku kasih uang yang dibutuhkan tapi syaratnya hasil panen buah sawitnya 

kamu alihkan jual ke saya tapi harga jual perkilogramnya lebih murah dari 

pengepul kamu yang biasanya.”
78

 

 

       Hutang piutang dengan sistem seperti ini ialah hutang piutang bersyarat, 

yang mengandung unsur ribawi. Apabila tidak mempunyai hutang biasanya 

petani sawit menjual hasil panen buah sawitnya kepengepul per kilogramnya 

dengan harga kisaran  pabriknya Rp. 1.600,00. Namun karna hutang maka petani 

sawit menjual hasil panen buah sawitnya kepengepul yang memberikannya 

pinjaman hutang per kilogramnya dengan harga kisaran Rp. 1.400,00. 1.200,00, 

bahkan 1.000,00  karena pengepul yang memiliki harga yang berbeda-beda. Ini 

menjadi persyaratan yang diberikan pengepul kepada pihak petani sawit yang 
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harus beralih dan tidak bisa memilih karena hutang-piutangnya, sampai hutang 

tersebut dibayar lunas barulah syarat ini berakhir. 

       Kalau sudah berakhir maka petani sawit boleh beralih kepengepul manapun 

lagi dan harga jual buah sawit disetiap panennya bisa dijual dengan harga yang 

paling diinginkan dr setiap pengepul.  

Harga sawit dipabrik hari ini pada tanggal 24 juni 2020 ini 1.450,00 dan harga 

dipengepul biasanya berbeda-beda misalnya ada  yang 1.200,00 ada yang 

1.100,00 ada yang 1.150,00 dan ada yang 1.000,00.
79

 

Perubahan harga sawit itu disebabkan oleh menurunnya harga minyak CPO 

(minyak mentah), biasanya terjadi diakibatkan karena keadaan tertentu , ketika 

banjir panen buah kelapa sawit harga biasanya turun, seterusnya harga sawit 

naik turun diakibatkan adanya penurunan dari pusat seperti tahun ini, harga 

sawit tahun ini mengalami naik turun diakibatkan oleh adanya wabah 

penyebaran covid-19. 

Penaikan dan penurunan harga buah kelapa sawit biasanya tidak menentu kapan 

itu terjadi, kadang 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, jadi tidak bisa dipastikan 

kapannya. Karena semuanya biasa diakibatkan dari penjelasan diatas.
80

 

 

B. Analisis Hukum Islam tentang Hutang Piutang Bersyarat di Desa 

Simangambat Julu 

       Menurut buku Fiqih Sunnah setiap akad qard} bertujuan sebagai sikap 

ramah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan 
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kehidupan mereka, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan dan 

berbisnis. Oleh karena itu, qard}  tidak dibolehkan ada tambahan kecuali 

semisal apa yang telah diberikan dan sesuai dengan kaidah fiqih.
81

 

       Pengharaman adanya tambahan atau mengambil manfaat menurut buku 

Fiqih Sunnah ialah hal yang terkait dengan sesuatu yang apabila 

menghasilkan manfaat dari qard} yang disyaratkan atau dengan saling 

memahaminya. Apabila tidak ada pensyaratan dan tidak ada saling 

memahami, maka orang yang mendapatkan qard} harus membayar lebih baik 

qard}, sifat ataupun jumlahnya. Mayoritas ahli fiqih menurut buku fiqih 

Sunnah berpendapat bahwa tidak dibolehkan adanya persyaratan dalam qard} 

karena qard}  merupakan bantuan tulus, dan pemberi qard} meminta pada saat 

itu juga.
82

                 

       Dalam problematika di desa simangambat julu ini, menurut penulis akad 

qard} yang terjadi adalah qard} bersyarat yang tidak menolong dengan 

ketulusan hati. Sebagaimana penulis mengutip pendapat para ulama dari buku 

Fiqih Islam wa Adillatuhu tentang qard} yang mendatangkan keuntungan 

bahwa, Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa 

qard} yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan 

tersebut disarankan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan 

bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. 

       Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad qard} yang 

mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. dan haram hukumnya 
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mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan 

tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan 

karena penghormatan dan semisalnya.  

       Begitu juga hadiah dari peminjam  diharamkan bagi pemilik harta jika 

tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya padahal 

sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang 

memberi hutang dan tidak ada sebab baru seperti besanan ataupun tetanggaan, 

yang mana hadiah dimaksud untuk itu semua dan bukan karena alasan hutang. 

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah,  sehingga wajib 

mengembalikan nya kembali kalau memang masih ada. 

       Apabila sudah tidak ada maka wajib baginya mengembalikan harta 

semisal Jika dia itu berupa barang asli dan nilai yang sesuai jika barang qimiy. 

Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan hutang piutang antara pemberi 

hutang dan penerima hutang. Adapun saat pelunasan hutang apabila penerima 

melebihkan bayarannya sedang hutangnya disebabkan oleh jual beli, maka 

hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus 

sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah 

ditentukan, sebelumnya maupun sesudahnya.
83

 

       Dan apabila hutang disebabkan oleh akad qard}, maka jika tambahannya 

merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang 

mutlak. Bila bukan karena syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka 

dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah. Hal ini pada benda yang sifatnya 
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lebih baik, karena Nabi meminjam unta muda dan membayarnya dengan unta 

yang lebih tua dan pilihan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Namun, 

jika tambahan itu lebih baik dari segi ukuran, maka dalam kitab al-

Mudawamah yang berisi pendapat Imam Malik Jelas bahwa tambahan itu 

tidak dibolehkan, berbeda dengan Ibn Habib yang membolehkannya secara 

mutlak. 

       Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa qard} yang 

mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan 1000 

dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan 

syarat dikembalikan 1000 dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik dan 

dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya karena Nabi Saw. melarang 

akad salaf (hutang)  bersama jual beli.   

       Salaf adalah qard}  dalam bahasa rakyat Hijaz. Di samping ada riwayat 

dari Ubay bin ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas r.a bahwa mereka melarang 

qard} yang menarik keuntungan. Selain itu qard} adalah akad tolong-menolong 

dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini akan qard} itu tetap 

sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang 

maupun barang banyak maupun sedikit.84
 

       Jika seorang yang mengutang kepada orang lain tanpa ada persyaratan 

tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik 

sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi hutang, 

maka hal itu diperbolehkan dan pemberi hutang boleh mengambilnya. 
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       Adapun keterangan tentang larangan qard} yang menarik keuntungan,  

maka ia bukanlah hadis sebagaimana ditegaskan Hafidz az Zaila’i dalam 

kitabnya Nasbur Raayah, dan dijelaskan dalam Hasyiah- nya. Tetapi,  bisa 

juga dipahami bahwa larangan itu hanya berkaitan dengan qard} yang ada 

syarat keuntungan atau qard} yang memberikan keuntungan sesuai kebiasaan 

berlaku sebagaimana dijelaskan oleh al-karkhi dan ulama lainnya. 

       Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan 

tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dalam Mazhab Syafi'i. 

Ringkasnya akad qard} diperbolehkan dengan dua syarat. 

1. Tidak mendatangkan keuntungan,  jika keuntungan tersebut untuk pemberi 

pinjaman maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, 

karena ada larangan dan syariat dan karena sudah keluar dari jalur 

kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman maka diperbolehkan. Dan jika 

untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. 

akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat 

dibutuhkan”, yaitu kondisi yang terjadi dalam akad suftajah. 

Qard}  boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi 

pinjaman diperjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang 

dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga dalam 

akad qard} bila si penerima hutang saja yang diuntungkan. 

2. Akad qard} ini tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan 

lainnya.
85
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       Adapun hadiah dari pihak penerima hutang, maka menurut ulama 

Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi hutang karena dapat 

mengarah pada penundaan pelunasan. Sedangkan jumhur ulama 

membolehkan nya jika bukan merupakan syarat, sebagaimana diperbolehkan  

juga jika antara keduanya ada hubungan yang menjadi alasan Pemberian 

hadiah dan bukan karena hutang tersebut. 

Dari keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa akad hutang 

piutang bersyarat pada kasus ini terlihat jelas mengandung unsur ribawi. Yang 

mana si pengepul mengambil keuntungan dengan mensyaratkan harus kepada 

petani sawit dan hasil panen buah sawitnya dijual dengan harga yang lebih 

murah dari harga normal yang ada. Dan ini berlangsung hingga petani sawit 

sanggup membayar hutangnya dengan lunas kepada pengepul tersebut. 

       Sebagaimana penulis mengutip dari Prof. Wahba az-Zuhaili. prinsip dasar 

dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan 

kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syariat.
86

  Di 

antara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana‟ah, 

kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu 

dalam batas sepertiga. hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw., 

 دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
“Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT  melalui 

manusia yang lain.” 
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       Berdasarkan prinsip diatas, maka pada dasarnya tidak boleh ada 

pematokan harga yang berunsur riba. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya 

bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu dapat juga terjadi pada 

akad qard} (hutang piutang) yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain 

sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan 

mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu masyarakat 

telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan 

tertentu.  

       Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang 

dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun sebagaimana yang terjadi saat ini 

pada transaksi bank konvensional dan transaksi yang dilakukan dengan 

beberapa pengusaha yang melakukan pemutaran terhadap harta sebagian 

masyarakat ini semua diharamkan berdasarkan firman Allah, 

ۚ  وَأَحَلَّ اللَّوُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ   
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al-

Baqarah:275)
87

 

 وَإِن تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 
“Tetapi jika kamu bertobat,  maka kamu berhak atas pokok hartamu.  

Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” ( 

al-Baqarah:279). 

 

       Maksudnya, kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan dari 

modal pokok dan kamu juga tidak dianiaya dengan dikurangi dari modal 

pokokmu, tetapi kamu mendapatkan apa yang kamu berikan tanpa 

penambahan atau pengurangan. Allah telah memasukkan riba ke dalam 7 hal 
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yang merusak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

       Riba diharamkan di tempat manapun didunia, baik di negeri Islam 

maupun di negeri non muslim,  karena keharaman riba bersifat umum dan 

mutlak serta tidak ada pembatasan atau pengkhususan tertentu.
88

 

       Dari uraian refrensi penulis di atas, penulis menganalisis bahwa akad 

hutang bersyarat yang dilakukan petani sawit dan pengepul di desa 

Simangambat Julu adalah tidak sesuai dengan kaidah Islam yang seharusnya 

dalam akad hutang piutang berunsur tolong-menolong bukan mengambil 

keuntungan yang menghasilkan keribawian sekalipun telah menjadi tradisi di 

Desa Simangambat Julu. Menurut penulis akad qard} nya tetap sah tetapi 

syaratnya batal.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

paparkan dibab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik hutang piutang di desa Simangambat Julu Kecamatan 

Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 

diantaranya sebagai berikut, apabila petani sawit menghutang kepada 

pengepul, pengepul akan memberikan hutang itu dengan syarat pemilik 

sawit harus mengalihkan jual buah panennya kepada pengepul tersebut 

dengan harga yang berbeda dari harga pengepul sebelumnya yang ada, 

penjualan ditiap-tiap pengepul itu berbeda-beda tergantung setiap 

pengepulnya. Dalam hukum Islam praktik  hutang piutang yang ada di 

desa ini merupakan hutang piutang yang bersyarat karena mengambil 

manfaat dalam akad tabarru sehingga praktik hutang piutang ini telah 

melanggar asas kaidah Islam  .
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2. Praktik hutang piutang yang ada di desa Simangambat Julu ini tidak sah di 

dalam Islam karena terdapat unsur mengambil manfaat sehingga apa yang 

telah menjadi kebiasaan di desa ini telah melanggar asas “Setiap hutang 

piutang yang mengambil manfaat didalamnya maka itu riba”. Sehingga 

akibat hukum dari praktik hutang piutang ini adalah riba qard} . 
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B. SARAN 

 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis sampaikan: 

1. Bagi para pengepul hendaknya tidak memberikan syarat kepada para 

petani sawit, karena itu melanggar kaidah Islam yang ada dan juga 

membebankan kepada pihak petani sawit sebagai muqtarid}. Meskipun 

muqtarid} menyetujuinya, akan tetapi akad hutang piutang tersebut 

termasuk berunsur ribawi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena 

hutang-piutang itu harusnya bersifat tolong-menolong bukan malah 

mengambil manfaat yang ada.  

2. Sebaiknya bagi yang melakukan akad hutang piutang tersebut hendaknya 

akadnya diperjelas dan tidak berunsur ribawi untuk kepentingan diri 

sendiri. 
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